SALINAN

BUPATI MAMUJU
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAMUJU,

Menimbang : a. bahwa penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko
suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis
Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi
Pengawasan. Perizinan Berusaha dan Pengawasan
merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu
kegiatan usaha;

b. bahwa Penerapan pendekatan berbasis Risiko
memerlukan perubahan pola pikir dan penyesuaian tata
kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha
serta memerlukan pengaturan proses bisnis Perizinan
Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara
elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan
penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan
sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib
memiliki Izin;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
pemerintah pusat dapat mendelegasikan peraturan
pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria
menjadi acuan tunggal bagi pelaksanaan pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,



Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6858);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6617);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS RISIKO.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

abhLb=

10.

11.

Daerah adalah Kabupaten Mamuju.

Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Barat.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju.
Bupati adalah Bupati Mamuju.

Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah DPMPTSP
Kabupaten Mamuju.

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada
pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan
atau kegiatannya.

Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari
suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat
bahaya.

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan
Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik
terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga
OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko.

Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha
yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang
tertentu.



12. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah
bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan
kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha
dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.

13. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti
pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

14.Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib
dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan
usahanya.

15. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah
Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam peraturan
perundangundangan di bidang lingkungan hidup.

16. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya
Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat
UKL-UPL adalah Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan
Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sebagaimana
dimaksud dalamperaturan perundang-undangan di bidang
lingkungan hidup.

17. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan
kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan
usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko
dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

18. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK
adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.

19. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat
UMK-M adalah wusaha mikro, usaha kecil, dan usaha
menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

20. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya
disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh
lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang statistik.

21. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya
disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi
penanaman modal.

22. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK
adalah kawasan ekonomi khusus sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi
khusus.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi:
a. norma, standar, prosedur, kriteria perizinan berusaha

berbasis risiko;
b. Perizinan berusaha berbasis risiko melalui layanan sistem
OSS;
tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko; dan
pendanaan perizinan berusaha berbasis risiko.
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BAB II

NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KRITERIA BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 3

(1) Norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko berdasarkan dengan yang ditetapkan oleh
pemerintah pusat sesuai sektor yang diselenggarakan di
Daerah.

(2) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai sektor sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sektor:

kelautan dan perikanan;

pertanian;

lingkungan hidup dan kehutanan;

energi dan sumber daya mineral;

perindustrian;

perdagangan;

pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

. transportasi;

kesehatan, obat, dan makanan;

pariwisata; dan

ketenagakerjaan

(3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai sektor sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) memiliki kegiatan usaha yang
diklasifikasikan sebagai kegiatan usaha dengan tingkat risiko:
a. rendah;

b. menengah rendah;
c. menengah tinggi; dan
d. tinggi.

(4) Norma, standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan klasifikasi kegiatan usaha dengan tingkat
risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam
lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
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Pasal 4
Norma, standar, prosedur, dan kriteria menjadi pedoman kepala
DPMPTSP atas nama Bupati dalam Pelaksanaan Pelayanan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

BAB III
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO MELALUI LAYANAN SISTEM OSS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5
(1) Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan
secara elektronik dan terintegrasi melalui Sistem OSS.
(2) Sistem OSS terdiri dari:
a. subsistem pelayanan informasi;
b. subsistem Perizinan Berusaha; dan
c. subsistem Pengawasan.
(3) Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib
digunakan oleh DPMPTS dan Pelaku Usaha.
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Bagian Kedua
Subsistem Pelayanan Informasi

Pasal 6

(1) Subsistem pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (2) huruf a menyediakan informasi dalam
memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta
informasi lain terkait dengan penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

pao o

i.
J-

KBLI berdasarkan tingkat Risiko;

rencana tata ruang;

ketentuan persyaratan Penanaman Modal,

persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha,
jangka waktu, standar pelaksanaan kegiatan usaha dan
penunjang kegiatan usaha, dan ketentuan lain di dalam
norma, standar, prosedur, dan kriteria seluruh sektor
bidang usaha, pedoman dan tata cara pengajuan NIB,
Sertifikat Standar, dan Izin;

. persyaratan dasar meliputi kesesuaian kegiatan

pemanfaatan ruang, persetujuan bangunan gedung dan
sertifikat laik fungsi serta persetujuan lingkungan;
ketentuan insentif dan fasilitas Penanaman Modal;
Pengawasan Perizinan Berusaha dan kewajiban pelaporan;
simulasi pelayanan Perizinan Berusaha, panduan
pengguna Sistem OSS, kamus Sistem OSS dan hal-hal yang
sering ditanya (frequently asked questions/FAQ);
pelayanan pengaduan masyarakat; dan

informasi lain yang ditetapkan dengan keputusan Lembaga
OSS.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diakses
oleh masyarakat umum tanpa menggunakan hak akses.

Bagian Ketiga
Subsistem Perizinan Berusaha

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

(1) Proses penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
dilakukan melalui subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal S ayat (2) huruf b.

(2) Subsistem Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup tahapan proses penerbitan Perizinan
Berusaha:

a.
b.
C.

pendaftaran akun/hak akses;

Risiko rendah berupa NIB;

Risiko menengah rendah terdiri dari:
1. NIB; dan

2. Sertifikat Standar.

Risiko menengah tinggi terdiri dari:
1. NIB; dan

2. Sertifikat Standar.
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e. Risiko tinggi terdiri dari:
1. NIB; dan
2. Izin.

(3) Dalam hal Pelaku Usaha telah memperoleh NIB namun belum
mendapatkan Sertifikat Standar dan Izin maka diproses sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

(4) Subsistem Perizinan Berusaha diakses menggunakan hak
akses oleh:

Pelaku Usaha;

Lembaga OSS;

kementerian/lembaga;

DPMPTSP Provinsi; dan

DPMPTSP.

°opo0 o

Paragraf 2
Permohonan Perizinan Berusaha

Pasal 8

(1) Pemohon Perizinan Berusaha melalui subsistem Perizinan
Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf
b terdiri atas Pelaku Usaha:

a. orang perseorangan;
b. badan usaha; dan
c. kantor perwakilan.

(2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan orang perseorangan warga negara
Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan
perbuatan hukum.

(3) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak
berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau
kegiatan pada bidang tertentu.

(4) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
¢ merupakan:

a. orang perseorangan warga negara Indonesia;
b. orang perseorangan warga negara asing; atau
c. badan usaha yang merupakan perwakilan Pelaku Usaha
dari luar negeri,
dengan persetujuan pendirian kantor di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

(5) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
sedikit terdiri atas:

perseroan terbatas;

persekutuan komanditer;

persekutuan firma;

persekutuan perdata;

koperasi;

yayasan,;

perusahaan umum;

perusahaan umum daerah;

badan hukum lainnya yang dimiliki oleh negara; dan

lembaga penyiaran.
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(6) Kantor perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling
sedikit terdiri atas:
a. kantor perwakilan perusahaan perdagangan asing;
b. kantor perwakilan perusahaan asing; atau
c. kantor perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing.
(7) Kantor perwakilan perusahaan asing sebagaimana dimaksud
pada ayat (6) huruf b termasuk dalam tingkat Risiko rendah.

Paragraf 3
Pendaftaran Hak Akses

Pasal 9

(1) Pelaku Usaha yang diberikan hak akses sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a meliputi:

a. orang perseorangan;

b. direksi/penanggung jawab Pelaku Usaha; atau

c. pengurus apabila Pelaku Usaha berbentuk koperasi dan
yayasan.

(2) Hak akses bagi DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (4) huruf e diberikan kepada pengelola hak akses yang
ditetapkan oleh kepala DPMPTSP.

(3) Pengelola hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat memberikan hak akses turunan sesuai kewenangan dan
kebutuhan yang diperlukan.

Pasal 10
(1) Hak akses kepada Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a diberikan untuk:
a. mengajukan permohonan Perizinan Berusaha termasuk
perubahan dan pencabutan;
b. menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal,
c. menyampaikan pengaduan; dan/atau
d. mengajukan permohonan fasilitas berusaha.
(2) Hak akses kepada DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4) huruf e diberikan untuk:
a. melakukan verifikasi teknis dan notifikasi pemenuhan
persyaratan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
b. pelaksanaan jadwal Pengawasan; dan
c. penyampaian hasil Pengawasan/berita acara pemeriksaan
pelaksanaan kegiatan usaha.

Pasal 11

Permohonan hak akses melalui Sistem OSS dilakukan oleh

Pelaku Usaha:

a. orang perseorangan dengan mengisi data nomor induk
kependudukan;

b. badan usaha dengan mengisi data nomor pengesahan badan
usaha;

c. badan layanan umum, perusahaan umum, perusahaan umum
daerah, lembaga penyiaran publik, badan hukum lainnya yang
dimiliki oleh negara, dengan mengisi data dasar hukum
pembentukan; dan

d. persyarikatan atau persekutuan dengan mengisi data dasar
hukum pendirian.



Pasal 12

(1) Pelaku Usaha dapat melakukan perubahan data hak akses
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 secara mandiri dalam
Sistem OSS.

(2) Perubahan data hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) paling sedikit:
a. nama penanggung jawab;
b. nomor induk kependudukan atau nomor paspor

penanggung jawab;

c. nomor telepon penanggung jawab;
d. surat elektronik penanggung jawab; dan/atau
e. kata sandi.

(3) Atas perubahan data hak akses sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sistem OSS memberikan notifikasi kepada Pelaku
Usaha melalui surat elektronik yang didaftarkan.

Paragraf 4
NIB

Pasal 13
(1) NIB wajib dimiliki oleh setiap Pelaku Usaha.
(2) Setiap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
hanya memiliki 1 (satu) NIB.
(3) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh
Lembaga OSS.
(4) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan identitas
bagi Pelaku Usaha sebagai bukti registrasi/pendaftaran
Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
(5) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga sebagai:
a. angka pengenal impor sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan mengenai angka pengenal
impor;

b. hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud dalam
peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan;

c. pendaftaran kepesertaan Pelaku Usaha untuk jaminan
sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan; dan

d. wajib lapor ketenagakerjaan untuk periode pertama Pelaku
Usaha.

(6) Pelaku Usaha yang memerlukan angka pengenal impor
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a hanya dapat
memilih:

a. angka pengenal impor umum untuk kegiatan impor barang
yang diperdagangkan; atau

b. angka pengenal impor produsen untuk kegiatan impor
barang yang dipergunakan sendiri sebagai barang modal,
bahan baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk
mendukung proses produksi.

(7) Hak akses kepabeanan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
huruf b dapat digunakan oleh:

a. Pelaku Usaha yang merupakan badan wusaha untuk
melakukan kegiatan impor dan/atau ekspor; atau

b. Pelaku Usaha yang merupakan orang perseorangan hanya
dapat melakukan kegiatan ekspor.



(8) NIB berbentuk angka acak yang diberi pengaman dan disertai
dengan tanda tangan elektronik.

Pasal 14

(1) NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mencakup data:

a. profil;

b. permodalan usaha;

c. nomor pokok wajib pajak;
d. KBLI; dan

e. lokasi usaha.

(2) Untuk mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pelaku Usaha orang perseorangan mengisi data pada
Sistem OSS.

(3) Data profil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bagi
Pelaku Usaha orang perseorangan merupakan nomor induk
kependudukan yang terintegrasi dengan sistem kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

(4) Bagi Pelaku Usaha badan usaha, data sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, sesuai
dengan integrasi antara Sistem OSS dengan sistem di
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum dan hak asasi manusia.

(5) Terhadap data nomor pokok wajib pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c, Sistem OSS melakukan
validasi sesuai dengan integrasi dengan sistem di kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
keuangan negara.

(6) Bagi Pelaku Usaha orang perseorangan yang belum memiliki
nomor pokok wajib pajak, dapat mengajukan permohonan
nomor pokok wajib pajak melalui Sistem OSS.

(7) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sesuai
dengan integrasi atau validasi antara Sistem OSS dengan
sistem di kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang tata ruang.

(8) Dalam hal data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum
tersedia secara daring, Pelaku Usaha melakukan pengisian
pada Sistem OSS.

Pasal 15

(1) Terhadap data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1),
Sistem OSS melakukan pemeriksaan kesesuaian ketentuan
bidang usaha dan ketentuan Penanaman Modal lainnya,
termasuk:

a. bidang usaha yang diklasifikasikan sebagai bidang usaha
prioritas;

b. alokasi bidang usaha untuk UMK-M dan koperasi;

c. kewajiban kemitraan dengan UMK dan koperasi; dan

d. ketentuan bidang usaha khusus (single purpose).

(2) Pemeriksaan ketentuan bidang wusaha dan ketentuan
Penanaman Modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), menentukan insentif dan/atau fasilitas Penanaman Modal
yang dapat diperoleh oleh Pelaku Usaha.



Paragraf 5
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 16

(1) Sistem OSS melaksanakan pemeriksaan lokasi usaha yang
diajukan oleh Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14 ayat (1) huruf e mencakup:

a. daratan;

b. laut; dan/atau

c. kawasan hutan.

(2) Pemeriksaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan berdasarkan ketersediaan rencana detail
tata ruang daerah dalam sistem di kementerian yang
menyelenggarakan urusan di bidang tata ruang yang
terintegrasi dengan Sistem OSS.

(3) Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang:

a. bagi kegiatan usaha yang lokasinya sudah sesuai dengan
rencana detail tata ruang daerah, Sistem OSS secara
otomatis menerbitkan konfirmasi kegiatan pemanfaatan
ruang sesuai kegiatan usaha; atau

b. bagi kegiatan usaha yang lokasinya tidak sesuai dengan
rencana detail tata ruang daerah, Sistem OSS memberikan
notifikasi ketidaksesuaian tata ruang dan permohonan NIB
tidak dapat dilanjutkan.

Pasal 17

(1) Dalam hal rencana detail tata ruang daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) belum tersedia, pemeriksaan
lokasi dilakukan berdasarkan:

a. rencana tata ruang wilayah provinsi; dan/atau
b. rencana tata ruang wilayah kabupaten.

(2) Dalam rangka pemeriksaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang yang belum tersedia rencana detail tata ruang,
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang tata ruang melakukan validasi kesesuaian lokasi
kegiatan dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), untuk menerbitkan atau tidak menerbitkan
persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang.

(3) Jangka waktu penerbitan atau penolakan persetujuan
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) paling lama 20 (dua puluh) Hari sejak
permohonan NIB diajukan.

(4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
terlampaui, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang diterbitkan secara otomatis oleh Sistem OSS.

Pasal 18
(1) Sistem OSS akan memeriksa dan menyetujui secara otomatis
lokasi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
dengan ketentuan:
a. lokasi usaha dan/atau kegiatan terletak di lokasi KEK atau
kawasan industri;
b. lokasi usaha dan/atau kegiatan diperlukan untuk
perluasan usaha yang sudah berjalan dan letak tanahnya
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berbatasan dengan lokasi usaha dan/atau kegiatan yang
bersangkutan dengan peruntukan tata ruang yang sama;

c. lokasi usaha dan/atau kegiatan merupakan tanah yang
sudah dikuasai oleh Pelaku Usaha lain yang telah
mendapatkan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang dan
akan digunakan oleh Pelaku Usaha;

d. lokasi usaha dan/atau kegiatan yang terletak pada wilayah
usaha minyak dan gas bumi yang sudah ditetapkan oleh
pemerintah; dan/atau

e. lokasi usaha dan/atau kegiatan berasal dari otorita atau
badan penyelenggara pengembangan suatu kawasan sesuai
dengan rencana tata ruang kawasan pengembangan
tersebut.

(2) Sistem OSS menerbitkan persetujuan kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang atas lokasi usaha dan/atau yang
diperlukan untuk melaksanakan rencana Perizinan Berusaha
bagi UMK berdasarkan pernyataan Pelaku Usaha sesuai
format pada Sistem OSS.

(3) Dalam hal Pelaku Usaha menengah dan besar melakukan
pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
dengan luasan tidak lebih dari 5 (lima) hektare, persetujuan
kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diterbitkan atas
pernyataan Pelaku Usaha sesuai format pada Sistem OSS.

Pasal 19

(1) Pemeriksaan lokasi di laut sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan kepada Pelaku Usaha yang
melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di laut sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Lokasi usaha mengacu pada pemanfaatan sesuai dengan
rencana tata ruang, rencana zonasi kawasan antar wilayah,
dan rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu.

(3) Pemeriksaan lokasi di laut dilakukan kepada Pelaku Usaha
yang memanfaatkan ruang secara menetap di sebagian ruang
laut yang mencakup permukaan laut, kolom air, dan/atau
permukaan dasar laut pada batas keluasan tertentu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Pemeriksaan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan ketersediaan rencana tata ruang yang
mencakup rencana zonasi dalam sistem di kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan
yang terintegrasi dengan Sistem OSS.

(5) Dalam hal lokasi yang dimohonkan berada di laut, Pelaku
Usaha menyampaikan permohonan kesesuaian kegiatan
pemanfaatan ruang di laut kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan
melalui Sistem OSS.

(6) Terhadap permohonan kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kelautan menyampaikan notifikasi persetujuan atau
penolakan ke dalam Sistem OSS paling lama 20 (dua puluh)
Hari sejak permohonan NIB diajukan.
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(7) Berdasarkan  notifikasi  persetujuan atau  penolakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sistem OSS akan
menerbitkan  persetujuan atau  penolakan = kegiatan
pemanfaatan ruang.

(8) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
terlampaui, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan
ruang di laut diterbitkan secara otomatis oleh Sistem OSS.

Pasal 20

(1) Dalam hal kegiatan usaha berada di darat, wilayah pesisir, dan
laut, persetujuan kesesuaian pemanfaatan ruang diberikan
secara terkoordinasi oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang agraria dan tata ruang dan
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kelautan.

(2) Persetujuan dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diberikan secara terkoordinasi oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria
dan tata ruang dan menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kelautan melalui Sistem OSS.

Pasal 21

(1) Persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang diberikan
untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.

(2) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha tidak melaksanakan
penggunaan dan pemanfaatan tanah sesuai tata ruang,
persetujuan  kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang
dibatalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Terhadap lokasi usaha pada kawasan hutan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dapat mencakup
kegiatan:

a. penggunaan kawasan hutan; dan
b. pemanfaatan hutan.

(2) Dalam hal kegiatan yang akan dilakukan oleh Pelaku Usaha
menggunakan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan
di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam
kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.

(3) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dilakukan melalui persetujuan Pemerintah Pusat
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidang kehutanan.

(4) Permohonan dan kelengkapan persyaratan pemanfaatan hutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan melalui
Sistem OSS.

(5) Permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diteruskan kepada kementerian yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan
untuk dilakukan verifikasi.

(6) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kehutanan melakukan verifikasi atas pemenuhan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka
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waktu yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang kehutanan yang dinotifikasi ke
Sistem OSS.

(7) Dalam hal kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kehutanan tidak memberikan notifikasi
persetujuan atau penolakan ke Sistem OSS sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), Lembaga OSS menerbitkan Izin
pemanfaatan hutan.

Paragraf 6
Penggunaan Tenaga Kerja Asing

Pasal 23

(1) Dalam hal menggunakan tenaga kerja asing, Pelaku Usaha
menyampaikan permohonan pengesahan rencana penggunaan
tenaga kerja asing melalui sistem elektronik yang
diselenggarakan kementerian yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

(2) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang ketenagakerjaan meneruskan pengesahan rencana
penggunaan tenaga kerja asing kepada Lembaga OSS dan
kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum dan hak asasi manusia.

Paragraf 7
Pemasukan Data Profil Pelaku Usaha

Pasal 24

(1) Pelaku Usaha harus melakukan klarifikasi kegiatan usaha

berupa:

a. kegiatan usaha utama;

b. kegiatan usaha pendukung; dan/atau
c. kantor cabang administrasi.

(2) Kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan kegiatan usaha sebagaimana yang tercantum
pada legalitas/akta Pelaku Usaha dan bertujuan komersial,
sumber pendapatan, atau menghasilkan keuntungan bagi Pelaku
Usaha.

(3) Kegiatan usaha pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b merupakan:

a. kegiatan yang bertujuan untuk mendukung kelancaran
kegiatan usaha utama;

b. tidak merupakan sumber pendapatan bagi Pelaku Usaha; dan

c. dapat dilakukan dan diselesaikan terlebih dahulu sebelum
pelaksanaan kegiatan usaha utama.

(4) Kantor cabang administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya
yang dapat berkedudukan di tempat berlainan dan bersifat
administratif.

Pasal 25
Pelaku Usaha yang telah mengisi data sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 ayat (1) wajib melanjutkan proses di Sistem OSS
untuk mendapatkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan
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memasukkan data kegiatan usaha utama untuk masing-masing
kode KBLI 5 (lima) digit dan lokasi paling sedikit memuat:

a. jenis produk yang dihasilkan;

b. kapasitas produk;

c. jumlah tenaga kerja; dan

d. rencana nilai investasi.

Pasal 26

(1) Sistem OSS melaksanakan pemeriksaan ketentuan atas data
usaha berupa rencana nilai investasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 25 huruf d yang diajukan oleh Pelaku Usaha
meliputi:

a. minimum investasi; dan

b. ketentuan permodalan,

untuk Penanaman Modal Asing.

(2) Ketentuan minimum investasi bagi Penanaman Modal Asing
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi total
investasi lebih besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah), di luar tanah dan bangunan per bidang usaha KBLI 5
(lima) digit per lokasi proyek.

(3) Ketentuan total investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikecualikan untuk beberapa kegiatan usaha:

a. khusus untuk kegiatan usaha perdagangan besar, lebih besar
dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar
tanah dan bangunan, adalah per 4 (empat) digit awal KBLI;

b. khusus untuk kegiatan usaha jasa makanan dan minuman
sepanjang terbuka untuk Penanaman Modal Asing, lebih
besar dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
diluar tanah dan bangunan, adalah per 2 (dua) digit awal KBLI
per 1 (satu) titik lokasi;

c. khusus untuk kegiatan usaha konstruksi sepanjang terbuka
untuk Penanaman Modal Asing, lebih besar dari
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar tanah
dan bangunan dalam satu kegiatan, adalah per 4 (empat) digit
awal KBLI; atau

d. khusus untuk kegiatan usaha industri yang menghasilkan
jenis produk dengan KBLI 5 (lima) digit yang berbeda dalam 1
(satu) lini produksi, lebih besar dari Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah) di luar tanah dan bangunan.

Pasal 27

(1) Terhadap kegiatan usaha pendukung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (3), Pelaku Usaha wajib memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, termasuk pengidentifikasian Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko.

(2) Kegiatan usaha pendukung dikecualikan dari proses
pemeriksaan ketentuan nilai permodalan dan minimum
investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) serta
kewajiban pencantuman KBLI dalam maksud dan tujuan pada
legalitas Pelaku Usaha.

(3) Terhadap kegiatan usaha pendukung sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b, ketentuan dalam Pasal 25
berlaku secara mutatis mutandis.
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Pasal 28

(1) Pelaku Usaha mendaftarkan kantor cabang administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) pada Sistem
OSS dengan melengkapi data paling sedikit:

a. alamat kantor cabang administrasi;
b. nomor pokok wajib pajak kantor cabang administrasi; dan
c. penanggung jawab kantor cabang administrasi.

(2) Dalam hal kantor cabang administrasi lebih dari 1 (satu)
lokasi, Pelaku Usaha harus melengkapi data sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk setiap lokasi kantor cabang
administrasi.

(3) Pendaftaran kantor cabang administrasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diterbitkan melalui Sistem OSS
sebagai lampiran NIB.

Pasal 29

Dalam hal 1 (satu) kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 24 ayat (2) merupakan:

a. dalam 1 (satu) lini produksi menghasilkan lebih dari 1 (satu)
produk yang berbeda kode KBLI 5 (lima) digit dengan lokasi
yang sama; atau

b. kegiatan yang menghasilkan jasa lebih dari 1 (satu) kode KBLI
5 (lima) digit berbeda dengan lokasi yang sama,

kelengkapan data dapat digabung menjadi 1 (satu).

Pasal 30
(1) Lembaga OSS menerbitkan NIB melalui Sistem OSS
berdasarkan:
a. tingkat Risiko;
b. pemeriksaan ketentuan bidang usaha;
c. ketentuan minimum investasi; dan
d. ketentuan permodalan.

(2) Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
mengikuti tingkat Risiko sesuai dengan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang secara otomatis terverifikasi oleh
Sistem OSS.

Paragraf 8
Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Rendah

Pasal 31

(1) Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko
rendah, NIB secara otomatis terbit melalui Sistem OSS setelah
Pelaku Usaha memenuhi data sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 14.

(2) NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai
legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha sekaligus
menjadi SPPL.
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Paragraf 9
Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah

Pasal 32

(1) Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko
menengah rendah, setelah memenuhi kelengkapan data
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pelaku Usaha mengisi
pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha
melalui Sistem OSS.

(2) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi
standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan
memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang
tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat
Standar.

(3) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi
pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi
formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh
NIB dan Sertifikat Standar.

Paragraf 10
Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi

Pasal 33

(1) Dalam hal kegiatan usaha termasuk ke dalam tingkat Risiko
menengah tinggi, setelah memenuhi kelengkapan data
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pelaku Usaha mengisi
pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha
melalui Sistem OSS.

(2) Dalam hal kegiatan usaha dikategorikan wajib memenuhi
standar UKL-UPL, selain mengisi pernyataan kesanggupan
memenuhi standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi formulir UKL-UPL yang
tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh NIB dan Sertifikat
Standar yang mencantumkan tanda belum terverifikasi.

(3) Dalam hal kegiatan usaha tidak wajib UKL-UPL, selain mengisi
pernyataan kesanggupan memenuhi standar kegiatan usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha mengisi
formulir SPPL yang tersedia di Sistem OSS untuk memperoleh
NIB dan Sertifikat Standar yang mencantumkan tanda belum
terverifikasi.

(4) Setelah memperoleh NIB dan Sertifikat Standar yang
mencantumkan tanda belum terverifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), Pelaku Usaha melakukan
pemenuhan standar kegiatan usaha sesuai jangka waktu
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria melalui
Sistem OSS.

(5) Pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) diteruskan Sistem OSS kepada DPMPTSP sesuai
kewenangan masing-masing untuk dilakukan verifikasi.

(6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan
Perangkat Daerah sesuai kewenangan masing-masing dalam
jangka waktu sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria.
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(7) Berdasarkan hasil verifikasi, Perangkat Daerah
menyampaikan notifikasi ke Sistem OSS berupa memenuhi
persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan.

(8) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dan ayat (6), DPMPTS dan Perangkat Daerah dapat
bekerjasama dengan lembaga atau profesi ahli yang
bersertifikat atau terakreditasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 34
(1) Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (7) dinyatakan memenuhi persyaratan,
Sistem OSS mencantumkan keterangan bahwa Sertifikat
Standar telah diverifikasi.
(2) Pelaku Usaha dapat mencetak Sertifikat Standar yang telah
mencantumkan keterangan telah diverifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 35

(1) Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 33 ayat (7) dinyatakan Pelaku Usaha tidak
memenuhi persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada
Pelaku Usaha untuk melakukan pemenuhan persyaratan
Sertifikat Standar dalam jangka waktu yang telah ditetapkan
dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria.

(2) Pelaku Usaha menyampaikan permohonan melalui Sistem
OSS untuk dilakukan verifikasi kembali setelah melakukan
pemenuhan persyaratan Sertifikat Standar.

(3) Dalam melakukan verifikasi kembali, ketentuan verifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5), ayat (6), ayat
(7), ayat (8), dan Pasal 34 berlaku secara mutatis mutandis.

(4) Dalam hal berdasarkan verifikasi kembali sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pelaku Usaha tetap tidak
memenuhi persyaratan Sertifikat Standar dalam jangka waktu
yang ditetapkan dalam norma, standar, prosedur, dan kriteria,
Sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum
diverifikasi.

Pasal 36

(1) Dalam hal Perangkat Daerah sesuai kewenangan masing-
masing tidak memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada
Sistem OSS, Sistem OSS secara otomatis mencantumkan
keterangan bahwa Sertifikat Standar telah terverifikasi.

(2) Pelaku Usaha dapat mencetak Sertifikat Standar yang telah
mencantumkan keterangan telah terverifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Pasal 37
(1) Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah
rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dan
Risiko menengah tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 ayat (1) memerlukan standardisasi produk, Pelaku Usaha
menyampaikan pemenuhan standar produk melalui Sistem
OSS.
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(2) Lembaga OSS meneruskan pemenuhan standar produk
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada DPMPTSP sesuai
kewenangan untuk dilakukan verifikasi.

(3) DPMPTS sesuai kewenangan melakukan verifikasi atas
pemenuhan sertifikasi standar produk sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dalam jangka waktu sesuai dengan norma,
standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan untuk
dinotifikasi ke Sistem OSS.

(4) DPMPTS dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dapat bekerja sama dengan lembaga atau profesi
ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Dalam hal pemenuhan sertifikasi standar produk yang
disampaikan oleh Pelaku Usaha disetujui, DPMPTSP
menyampaikan persetujuan sertifikasi standar produk kepada
Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

(6) Dalam hal pemenuhan sertifikasi standar produk yang
disampaikan oleh Pelaku Usaha ditolak atau diminta
melengkapi pemenuhan persyaratan, DPMPTSP
menyampaikan kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

Paragraf 11
Penerbitan Perizinan Berusaha Risiko Tinggi

Pasal 38

(1) Sebelum melakukan kegiatan usaha yang termasuk ke dalam
tingkat Risiko tinggi, Pelaku Usaha wajib memiliki NIB yang
diterbitkan melalui Sistem OSS.

(2) Setelah memiliki NIB, Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan Izin sesuai dengan
norma, standar, prosedur, dan kriteria sebelum melaksanakan
kegiatan operasional dan/atau komersial.

(3) Persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
pula analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan
usaha yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan.

(4) Pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

(5) Pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) diteruskan Sistem OSS kepada DPMPTSP sesuai
kewenangan untuk dilakukan verifikasi.

(6) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilakukan
oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangan dalam jangka
waktu sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria.

(7) Berdasarkan hasil verifikasi Perangkat Daerah menyampaikan
notifikasi kepada Sistem OSS berupa memenuhi persyaratan
atau tidak memenuhi persyaratan.

(8) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) dan ayat (6), DPMPTSP atau Perangkat Daerah dapat
bekerja sama dengan lembaga atau profesi ahli yang
bersertifikat atau terakreditasi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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Pasal 39
Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (7) Pelaku Usaha dinyatakan memenuhi
persyaratan, Sistem OSS menerbitkan Izin kepada Pelaku Usaha.

Pasal 40
Dalam hal berdasarkan notifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 ayat (7) Pelaku Usaha dinyatakan tidak memenuhi
persyaratan, Sistem OSS menyampaikan kepada Pelaku Usaha
untuk memenuhi kelengkapan pemenuhan persyaratan Izin
melalui Sistem OSS.

Pasal 41
Dalam hal Perangkat Daerah sesuai kewenangannya tidak
memberikan notifikasi hasil verifikasi kepada Sistem OSS, Sistem
OSS menerbitkan Izin.

Pasal 42

(1) Dalam hal kegiatan usaha berisiko tinggi memerlukan
pemenuhan standar kegiatan usaha dan/atau standar produk,
Pelaku Usaha menyampaikan pemenuhan standar kegiatan
usaha dan/atau standar produk melalui Sistem OSS sesuai
dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.

(2) Sistem OSS meneruskan pemenuhan standar kegiatan usaha
kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP
sesuai kewenangan masing-masing untuk dilakukan verifikasi
dan dinotifikasi ke Sistem OSS.

Pasal 43

(1) DPMPTSP sesuai kewenangannya melakukan verifikasi atas
pemenuhan standar kegiatan usaha sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a dalam jangka waktu sesuai
dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria untuk
dinotifikasi ke Sistem OSS.

(2) Dalam hal pemenuhan standar kegiatan usaha yang
disampaikan oleh Pelaku Usaha disetujui, DPMPTSP sesuai
kewenangannya menyampaikan notifikasi persetujuan kepada
Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

(3) Dalam hal pemenuhan sertifikasi standar kegiatan usaha yang
disampaikan oleh Pelaku Usaha ditolak, DPMPTSP sesuai
kewenangannya menyampaikan notifikasi penolakan kepada
Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

Pasal 44

(1) DPMPTSP dan Perangkat Daerah sesuai kewenangan masing-
masing melakukan verifikasi atas pemenuhan sertifikasi
standar produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat
(2) huruf b dalam jangka waktu sesuai dengan norma, standar,
prosedur, dan kriteria yang ditetapkan untuk dinotifikasi ke
Sistem OSS.

(2) Dalam hal pemenuhan sertifikasi standar produk yang
disampaikan oleh Pelaku Usaha disetujui,
kementerian/lembaga menyampaikan persetujuan sertifikasi
standar produk kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.
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(3) Dalam hal pemenuhan sertifikasi standar produk yang
disampaikan oleh Pelaku Usaha ditolak, kementerian/
lembaga menyampaikan penolakan sertifikasi standar produk
kepada Pelaku Usaha melalui Sistem OSS.

Paragraf 12
Percepatan Penerbitan Izin

Pasal 45

(1) Bagi kegiatan usaha yang termasuk ke dalam Risiko tinggi
yang:

a. berlokasi di KEK, Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas, dan kawasan industri; atau

b. termasuk dalam proyek strategis nasional,

DPMPTSP sesuai kewenangannya langsung menerbitkan izin.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Perizinan
Berusaha untuk melakukan kegiatan persiapan dan
operasional.

(3) Ketentuan pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 berlaku secara mutatis mutandis
bagi kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
kecuali yang termasuk dalam proyek strategis nasional.

(4) Dalam hal Pelaku Usaha tidak menyampaikan pemenuhan
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP
sesuai kewenangannya, membatalkan Izin yang telah
diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui
Sistem OSS.

Paragraf 13
Penerbitan Perizinan Berusaha dan Kemudahan Perizinan Berusaha
Untuk UMK

Pasal 46
(1) UMK diberikan kemudahan Perizinan Berusaha melalui
perizinan tunggal.
(2) Kriteria UMK mengikuti ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai kemudahan, pelindungan, dan
pemberdayaan koperasi dan UMKM.

Pasal 47

(1) Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan oleh UMK
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 memiliki Risiko
rendah, pelaku UMK mendapatkan NIB melalui Sistem OSS,
sebagai identitas dan legalitas usaha.

(2) Dalam hal kegiatan usaha memiliki Risiko menengah atau
tinggi, selain NIB pelaku UMK wajib memiliki Sertifikat
Standar dan/atau Izin.

(3) Pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
menyampaikan permohonan untuk memperoleh Sertifikat
Standar dan/atau Izin melalui Sistem OSS.

(4) Sistem OSS meneruskan permohonan pelaku UMK
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pemerintah
Daerah.
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(5) Ketentuan mengenai pemberian Sertifikat Standar dan/atau
Izin bagi pelaku UMK mengikuti ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 38 berlaku
secara mutatis mutandis.

Bagian Keempat
Subsistem Pengawasan

Pasal 48
(1) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (2) huruf c¢ digunakan sebagai sarana untuk
melaksanakan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko.
(2) Subsistem Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
b. laporan berkala dari Pelaku Usaha dan data perkembangan
kegiatan usaha;
c. perangkat kerja Pengawasan,;
d. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
e. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana
Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
f. pembinaan dan sanksi.
(3) Perangkat kerja Pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf c terdiri dari:
a. data, profil, dan informasi Pelaku Usaha yang terdapat pada
Sistem OSS;
surat tugas pelaksana inspeksi lapangan;
surat pemberitahuan kunjungan;
berita acara pemeriksaan;
daftar pertanyaan bagi Pelaku Usaha terkait pemenuhan
standar pelaksanaan kegiatan usaha dan kewajiban;
dan/atau
f. perangkat kerja lainnya yang diperlukan dalam rangka
mendukung pelaksanaan Pengawasan.
(4) Subsistem Pengawasan dapat diakses dan ditindaklanjuti oleh:
Pelaku Usaha;
Lembaga OSS;
Kementerian/Lembaga; dan
DPMPTSP.

opo o

o op

Bagian Kelima
Pencabutan NIB

Pasal 49
(1) NIB berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan
usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
(2) NIB dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dalam hal:
a. Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai
dengan NIB;
b. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan
perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha;
c. disetujuinya permohonan Pelaku Usaha atas pencabutan
NIB;
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d. pembubaran badan usaha; atau
e. berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum
tetap.

(3) Permohonan pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf a dan huruf b disampaikan oleh DPMPTSP atas
hasil pemeriksaan kemudian (post-audit), melalui notifikasi
kepada Lembaga OSS.

(4) Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c
dilakukan oleh Lembaga OSS.

(5) Permohonan pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf d dilakukan oleh likuidator melalui notifikasi
kepada Lembaga OSS.

(6) Pencabutan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e
dilakukan oleh Lembaga OSS berdasarkan surat/
keterangan/informasi tertulis dari aparat penegak hukum
atau lembaga peradilan.

(7) Atas notifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(5) atau surat/keterangan/informasi tertulis sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), Lembaga OSS menerbitkan keputusan
pencabutan NIB.

BAB IV
TATA CARA PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 50
(1) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan
oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan.
(2) Pengawasan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat
kepatuhan Pelaku Usaha.
(3) Indikator dalam Pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. tata ruang dan standar bangunan gedung;

b. standar kesehatan, keselamatan, dan/atau lingkungan
hidup;

c. standar pelaksanaan kegiatan usaha;

d. persyaratan dan kewajiban yang diatur dalam norma,
standar, prosedur, dan kriteria sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II; dan/atau

e. kewajiban atas penyampaian laporan dan/atau

f. pemanfaatan insentif dan fasilitas Penanaman Modal.

Pasal 51

(1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar
kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi,
Pemerintah Daerah atau Perangkat Daerah.

(2) Untuk melakukan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), dilakukan perencanaan Pengawasan.

(3) Perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) mencakup penyusunan waktu dalam pelaksanaan
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Pengawasan, anggaran, dan sumber daya manusia pelaksana
Pengawasan.

(4) Bupati melalui DPMPTSP dilarang melakukan Pengawasan di
luar perencanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 52
Pelaksanaan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50
dikoordinasikan oleh DPMPTSP atas pelaksanaan Perizinan
Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 53

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilakukan

dengan tujuan untuk:

a. memastikan kepatuhan pemenuhan persyaratan dan
kewajiban oleh Pelaku Usaha;

b. mengumpulkan data, bukti, dan/atau laporan terjadinya
bahaya terhadap keselamatan, kesehatan, lingkungan hidup,
dan/atau bahaya lainnya yang dapat ditimbulkan dari
pelaksanaan kegiatan usaha; dan

c. rujukan pembinaan atau pengenaan sanksi administratif
terhadap pelanggaran Perizinan Berusaha.

Bagian Kedua
Jenis Pengawasan

Paragraf 1
Umum

Pasal 54
Jenis pengawasan terdiri dari:
a. Pengwasan rutin; dan
b. Pengawasan insidentil.

Paragraf 2
Pengawasan Rutin

Pasal 55
Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf
a dilakukan secara berkala berdasarkan tingkat Risiko kegiatan
usaha dan mempertimbangkan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Pasal 56
Pengawasan rutin dilakukan melalui:
a. laporan Pelaku Usaha; dan
b. inspeksi lapangan.

Pasal 57
(1) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 huruf a dilakukan atas laporan yang
disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada Bupati melalui
DPMPTSP yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap:
a. standar pelaksanaan usaha; dan
b. perkembangan kegiatan usaha.
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(2) Laporan perkembangan kegiatan usaha sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:

a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja pada tahapan
pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan; dan

b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan,
pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial,
dan penyelenggaraan pelatihan dan melakukan alih
teknologi kepada tenaga kerja Indonesia sebagai
pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 58
(1) Pengawasan rutin melalui inspeksi lapangan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 56 huruf b dilakukan oleh DPMPTSP
dalam bentuk kunjungan fisik atau melalui virtual.
(2) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. pemeriksaan administratif dan/atau fisik atas pemenuhan
standar kegiatan usaha dan/atau standar produk/jasa;
b. pengujian; dan/atau
c. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan.
(3) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat
tugas dari Bupati.
(4) Inspeksi lapangan oleh pelaksana Pengawasan dilakukan
paling banyak:
a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, dilaksanakan
1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi
usaha; dan
b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 2
(dua) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.
(5) Dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan rutin
yang telah dilakukan sebelumnya Pelaku Usaha dinilai patuh,
inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4):
a. untuk Risiko rendah dan menengah rendah, tidak
dilakukan; dan
b. untuk Risiko menengah tinggi dan tinggi, dilaksanakan 1
(satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk setiap lokasi usaha.

Pasal 59

(1) Hasil inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
58 dituangkan dalam Dberita acara pemeriksaan dan
ditandatangani oleh pelaksana inspeksi lapangan dan Pelaku
Usaha.

(2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi
dengan kesimpulan hasil inspeksi lapangan.

(3) Pengisian dan penandatanganan berita acara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik pada
Sistem OSS atau secara manual oleh pelaksana inspeksi
lapangan dan Pelaku Usaha.

(4) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
elektronik pada Sistem OSS, hasil inspeksi lapangan
dilaporkan dengan mengisi formulir elektronik yang memuat
kesimpulan hasil inspeksi lapangan oleh pelaksana inspeksi
lapangan.
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(5) Dalam hal pengisian dan penandatanganan berita acara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
manual, hasil inspeksi lapangan dilaporkan dengan mengisi
formulir elektronik yang memuat kesimpulan hasil inspeksi
lapangan pada Sistem OSS dan diunggah ke Sistem OSS oleh
pelaksana inspeksi lapangan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah
penandatanganan berita acara.

Paragraf 3
Pengawasan Insidental

Pasal 60

(1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54
huruf b merupakan Pengawasan yang dilakukan oleh
DPMPTSP pada waktu tertentu.

(2) Pengawasan insidental dapat dilakukan melalui inspeksi
lapangan atau secara virtual.

(3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat
dan/atau Pelaku Usaha yang dijamin kerahasiaan
identitasnya oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

(4) Pengaduan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) wajib disampaikan secara benar dan dapat
dipertanggungjawabkan.

(5) Penyampaian pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) dilakukan secara:

a. langsung kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah; dan/atau
b. tidak langsung yang disampaikan secara:
1. tertulis kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah
Daerah; atau
2. elektronik melalui Sistem OSS atau saluran pengaduan
yang disediakan.

(6) Lembaga OSS menyusun prosedur pengelolaan pengaduan
masyarakat secara elektronik melalui Sistem OSS
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2.

(7) DPMPTSP menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara
sendiri atau bersama dengan kementerian/lembaga lainnya
dan/atau Perangkat Daerah.

(8) Pelaksana inspeksi lapangan wajib dilengkapi dengan surat
tugas dari Bupati.

(9) Hasil Pengawasan insidental wajib diunggah ke Sistem OSS
oleh penanggung jawab pelaksana inspeksi lapangan.

Paragraf 4
Penilaian Hasil Pengawasan

Pasal 61

(1) Bupati melalui DPMPTSP sesuai kewenangannya melakukan
penilaian hasil pengawasan.

(2) Penilaian hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) diolah berdasarkan indikator dalam Pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50.

(3) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan untuk menentukan tingkat kepatuhan Pelaku
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Usaha dan untuk mengevaluasi Perizinan Berusaha Berbasis

Risiko.

(4) Berdasarkan penilaian hasil Pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Bupati melalui DPMPTSP
menyampaikan laporan penilaian hasil Pengawasan secara
elektronik kepada Sistem OSS.

(5) Berdasarkan laporan penilaian hasil Pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), Sistem OSS melakukan:

a. pengolahan data dan/atau informasi untuk peninjauan
atau evaluasi secara berkala terhadap penetapan tingkat
Risiko kegiatan usaha;

b. penyesuaian intensitas inspeksi lapangan  pada
Pengawasan; dan

c. pembaruan profil Pelaku Usaha.

(6) Pelaku Usaha dapat mengakses atau memperoleh informasi
terkait penyesuaian intensitas inspeksi lapangan pada
Pengawasan rutin dan pembaharuan profil Pelaku Usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan huruf c pada
Sistem OSS.

Pasal 62
Pengolahan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 61 ayat (5) huruf a dilakukan terintegrasi secara
elektronik dengan mengedepankan prinsip transparansi,
akuntabilitas, dan berbagi data (data sharing).

Bagian Ketiga
Kemudahan Pengawasan Perizinan Berusaha Untuk UMK

Pasal 63
(1) Bupati memberikan kemudahan Pengawasan kegiatan usaha
kepada pelaku UMK.
(2) Kemudahan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:

a. laporan kegiatan Penanaman Modal disampaikan dengan

ketentuan:
1. tidak diwajibkan bagi Pelaku Usaha mikro; dan
2. setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun laporan bagi
Pelaku Usaha kecil,

b. Pengawasan rutin Perizinan Berusaha untuk pelaku UMK
dilakukan melalui pembinaan, pendampingan, atau
penyuluhan terkait kegiatan usaha; dan

c. dalam hal berdasarkan hasil penilaian atas Pengawasan
rutin yang dilakukan sebelumnya terhadap standar dan
kewajiban, pelaku UMK yang dinilai patuh tidak perlu
dilakukan inspeksi lapangan.

Bagian Keempat
Pelaksana Pengawasan

Pasal 64
(1) Dalam Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a, pelaksana
Pengawasan mempunyai tugas:
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a. melakukan reviu terhadap laporan berkala yang diberikan
oleh Pelaku Usaha;

b. menyusun laporan hasil reviu; dan

c. menyampaikan rekomendasi.

(2) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, pelaksana
Pengawasan mempunyai tugas:

a. menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 3
(tiga) Hari sebelum tanggal pemeriksaan;

b. menyerahkan surat tugas kepada Pelaku Usaha yang akan
diperiksa;

c. menjelaskan maksud dan tujuan kepada Pelaku Usaha
yang diperiksa;

d. melakukan pemeriksaan atas kesesuaian laporan berkala
dengan kondisi lapangan;

e. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikan
kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4)
dan ayat (5); dan

f. menjaga kerahasiaan informasi Pelaku Usaha.

(3) Dalam melakukan inspeksi lapangan terhadap Pelaku Usaha
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b, pelaksana
Pengawasan mempunyai wewenang;:

a. memperoleh keterangan dan/atau membuat catatan yang

diperlukan;
b. memeriksa kepatuhan pemenuhan kewajiban;
C. menyusun salinan dari dokumen dan/atau

mendokumentasikan secara elektronik;

d. melakukan pengambilan sampel dan melakukan pengujian;
dan/atau

e. memeriksa lokasi kegiatan usaha dan prasarana dan/atau
sarana.

(4) Dalam hal pelaksanaan Pengawasan ditemukan pelanggaran
yang dilakukan Pelaku Usaha, pelaksana Pengawasan dapat
menghentikan pelanggaran tersebut untuk mencegah
terjadinya dampak lebih besar.

Pasal 65

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pemenuhan standar yang
bersifat teknis dan memerlukan kompetensi khusus tertentu
dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga atau
profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagai
pelaksana Pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Dalam hal Pengawasan bekerja sama dengan lembaga atau
profesi ahli yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), keterlibatan lembaga atau profesi
bersertifikat dimasukkan ke dalam perencanaan Pengawasan.

(3) Dalam hal berdasarkan Pengawasan ditemukan pelanggaran
yang dilakukan Pelaku Usaha, lembaga atau profesi ahli yang
bersertifikat atau terakreditasi melaporkan kepada Bupati
yang menugaskan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga)
Hari sejak lembaga atau profesi ahli yang bersertifikat atau
terakreditasi menemukan pelanggaran yang dilakukan oleh
Pelaku Usaha.
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(4) Bupati melakukan penghentian pelanggaran untuk mencegah
dampak yang lebih besar dalam jangka waktu paling lambat 1
(satu) Hari setelah menerima laporan lembaga atau profesi ahli
yang bersertifikat atau terakreditasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3).

Pasal 66

(1) Pelaksana Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
64 harus memiliki kompetensi yang mencakup kemampuan,
kecakapan, dan pengetahuan atas standar pelaksanaan
kegiatan usaha.

(2) Bupati melakukan peningkatan kompetensi pelaksana
Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk
mengembangkan kemampuan, kecakapan, dan pengetahuan
yang dilakukan secara berkelanjutan.

Bagian Kelima
Partisipasi Masyarakat dan Pelaku Usaha
Dalam Pengawasan

Pasal 67
(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan
Pengawasan.
(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. melakukan pemantauan terkait penyelenggaraan kegiatan
usaha; dan
b. menyampaikan pengaduan masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).

Pasal 68
Pelaku Usaha dapat melakukan pengaduan terhadap pelaksana
Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Bupati ini.

Pasal 69
Pelaksana Pengawasan yang tidak menjalankan Pengawasan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini diberikan sanksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70
Setiap orang yang menghalangi kegiatan Pengawasan dikenai
sanksi administratif dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Pengawasan Sektor

Pasal 71
Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha di setiap sektor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh
Bupati melalui DPMPTSP sesuai kewenangan berdasarkan
Peraturan Bupati ini dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
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BAB V

PENDANAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

Pasal 72
Pendanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
dibebankan pada:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
b. sumber lain yang sah.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati
yang mengatur mengenai perizinan, dinyatakan masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Peraturan Bupati ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 74
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju.
Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal 25 November 2024
BUPATI MAMUJU,
cap/ttd

SITTI SUTINAH SUHARDI

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal 25 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU,

cap/ttd

SUAIB

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TAHUN 2024 NOMOR 29

Disalin sesuai aslinya

UR IDAM/ SH

Pembina Tk. I

:196912111998032004
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